
bupatiboyolali
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BOYOLALI 

NOMOR TAHUN 2018

TENTANG
URAJAN TUOAS JABATAN PADA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

KABUPATEN BOYOLALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

Men gin gat

BUPATI BOYOULi,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan PasaJ 3 ayat (2) 
Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan 
sebagaj pedoman guna menunjang kelancaran pelaksanaan 

tugaa Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten 
Boyolali, perlu menetapkan Peraturan Bupati Boyolali 
tentang Uraian Tugas Jabatan Pada Dinas Kearsipan dan 
Perpustakaan Kabupaten Boyolali;

:1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (BeriU Negara 
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42|;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5494):

3. Undang - undang.
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3, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 lentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor S587| sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- 
Undang Nomor 9 Tahun 2015 ten tang Perubahan Kedua 

Ataa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 lentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 58. Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerimah Nomor 18 Tahun 2016 lentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5887);

5- Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun
2015 lentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun
2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Boyolali Nomor 183);

6 Peraturan Bupati Boyolali Nomor 25 Tahun 2018 ten tang 

Kedudukan, Susunan Organisasi. Tugas dan Fungsi serta 
Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bo>’olali (Berita 
Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2018 Nomor 25);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN BUPATI BOYOLALI TENTANO URAIAN TUGAS 
jABATAN PADA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 
KABUPATEN BOYOLALI.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pa sal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
2. Bupati adalah Bupati Boyolali.

3. Dewan
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3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD 
adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkediidukan sebagai 
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

4- Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam 
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan 

Daerah.

5- Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 

pemeriniah daerah dan DPRD menurut aaas oionomi dan tugas 
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam siatem dan 

prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaitnana dimaksud 
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

6. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

7. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian 
negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, 
melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.

8. Dinas adalah Dinas Daerah yang merupakan unsur pelaksana Urusan 
Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

9. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan yang disebut Dinas Arpus adalah 
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Boyolali.

BAB II

URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu 

Dinas Arpus

Pasal 2

(1) Dinas Arpus mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan 
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan 

yang diberikan kepada Daerah di bidang kearsipan dan bidang 
perpustakaan.

(2) Dinas Arpus sebagaimana dimaksud pada ayat (1| dipimpin oleh Kepala 
Dinas Arpus yang mempunyai tugas memimpin dan mengoordinasikan 
pelaksanaan Ui\:san Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah 
dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang 
kearsipan dan bidang perpustakaan.

(3). Uraian Tugas.......
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(3) Uraian tugas Kepala Dinas Arpus sebagaiinana dimaksud pada ayat [2)t
adaiah sebagai berikut:

a. merumuskan kebijakan teknis urusan pemerintahan di bidang 

kearsipan dan bidang perpustakaan sesuai dengan ket^ntuan 
peraturan perundang-undangan dan pertimbemgan teknis bidang 

kearsipan dan bidang perpustakaan scbagai pedoman pelaksanaan 
tugas;

b. menyusun perencanaan penyelenggaraan pemerintahan dan anggaran 
di bidang kearsipan dan bidang perpustakaan sesuai prosedur dan 
ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan rencana 
pembangunan daerah dan data perencanaan yang dapat 
dipertanggungjawabkan agar tersusun dokumen perencanaan yang 

sesuai dengan rencana strategis;

c. mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan dan anran di 
bidang kearsipan dan bidang perpustakaan berdasarkan kewenangan 

dan mempertimbangkan sum her day a agar penyelenggaraannya 
beijaJan efektif sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah 

dilenfukan;

d. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk, dan arahan kepada 
bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas 

befjalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran;

e. mengoordinasikan dan memfasilitasi satuan kerja Pcrangkat Daerah 
lainnya dal am menunjang kelancaran pelaksanaan tugas bidang 
kearsipan dan perpustakaan;

f. membina penyelenggaraan kearsipan dan perpustakaan daerah pada 

Perangkat D

g. aerah, perusahaan swasta. organisasi kemasyarakatan/ organisasi 
politik, lembaga pendidikan, kecamatan dan desa/kelurahan atau 
disebut dengan nama lain dan masyarakat;

h. mengoordinasikan penyelenggaraan pelayanan dan pemanfaatan 
bidang kearsipan dan perpustakaan;

i. meiakukan pengawasan kearsipan dan perpustakaan daerah pada 

perangkat daerah, perusahaan swasta, organisasi kemasyarakatan/ 
organisasi politik, lembaga pendidikan, kecamatan dan 
desa/kelurahan atau disebut dengan nama lain dan masyarakat;

j. melaksanakan pern binaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional 
daiam melaksanakan tugas dan pengembangan profesinya;

k. melaksanakan pengendaJian dan evaluasi pelaksanaan kineija urusan 
pemerintahan di bidang kearsipan dan bidang perpustakaan sesuai 
dengan perencanaan dan indikaior sistem pengendalian internal yang 
telah ditetapkan daiam rangka perbaikan kinerja;

k. memberikan......
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k. memberikan saran, pendapat, dan pertimbangan kepada atasan 
seauai bidang tugasnya aebagai bahan p«rtimbangan pengambilan 

kebijakan;
l. merumuakan laporan di bidang kearsipan dan bidang perpusiakaan 

berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan 
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

m. mem bin a. mengawasi, dan menilai kinerja bawahan seauai ketentuan 
peraturan perundang^undangan agar pelaksanaan tugas pegawai 
sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kinerja; dan

n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleb pimpinan 
seauai dengan ketentuan peraturan perundang>undangan dalam 

rangka mendukung kinerja organisasi.

Bagian Kedua
Tugas dan Pungsi Sekretariat

Paragraf I 
Sekretariat

Pasa) 3
(1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan 

administratif dan teknis yang meliputi perencanaan. keuangan dan 
pelaporan> urusan tata usaha» perlengkapan rumah tangga dan urusan 
Aparatur Sipil Negara kepada scmua unsur di Imgkungan Dinas.

(2) Sekretariat sebagaimana dimakaud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris 

yang mempunyai tugas memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan 

pemberian pelayanan administratif dan teknis yang meliputi perencanaan, 
keuangan dan pelaporan, urusan taca usaha, perlengkapan rumah (angga 
dan urusan Aparatur Sipi) Negara kepada semua unsur di lingkungan 
Dinas.

(3) Uraian tugas Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah 
sebagai berikut;
a. menyusun kebijakan teknis di bidang pengelolaan surat*menyurat, 

kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, keprotokolan, kearsipan, 
barang inventarie, kelcmbagaan, administrasi dan pengelolaan 
kepegawaian, dan administrasi keuangan serta perencanaan dan 
pelaporan pada Dinas Arpus sesuai ketentuan peraturan perundang- 
undangan dan pertimbangan teknis agar pelaksanaan tugas dapat 

berjalan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan;

b. menyusun.
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c.

f.

g

h.

b. menyusun perencanaan di p^ngelolaan aurat-menyurat, 
kerumahlanggaan, hubungan maayarakat. keprotokolan, kearaipan. 
barang inventaria, kelembagaan, administrasi dan pengelolaan 

kepegawaian, dan administrasi keuangan serta perencanaan dan 

pelaporan pada Dinas Arpus sesuai prosedur dan ketentuan 

peraturan pcrundang-undangan berdasarkan rencana pembangunan 
daerah dan data perencanaan yang dapat dipertanggungjawabkan 

agar tersusun dokumen perencanaan yang sesuai dengan rencana 
pembangunan daerah;

mengoordinasikan pelaksanaan pengelolaan surat-menyurat, 
kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, keprotokolan, kearsipan, 
barang inventaris. kelembagaan, administrasi dan pengelolaan 
kepegawaian, dan administrasi keuangan serta perencanaan dan 

pelaporan pada Dinas Arpus berdasar kewenangan dan 

mempertimbangkan sumber daya agar pelaksanaan tugas berjalan 
dan berhasii optima];

mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk. dan arahan kepada 
bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas 
beijalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran;

menyelia penyelenggaraan pengelolaan surat-menyurat, 
kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, keprotokolan, kearsipan. 
dan barang inventaris serta kelembagaan sesuai prosedur dan 

ketentuan peraturan perundang-undangan agar terwujiid terdb 
administrasi dan dapat menujangan pelaksanaan tugas Dinas Arpus 
secara optimal;

menyelia penyelenggaraan pengelolaan administrasi dan kepegawaian 

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan polensi agar 
terwujud tertib administrasi kepegawaian dan kineoa pegawai yang 
optimal dalam mcndukung pelaksanaan tugas Dinas Arpus;

menyelia penyelenggaraan pengelolaan administrasi keuangan 
meiiputi penyiapan bahan rencana pendapatan dan belanja, 
perbendaharaan. verifikasi, pembukuan, dan pelaporannya sesuai 
prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan agar 
tenA'ujud tertib administrasi keuangan;

menyelia penyelenggaraan pengelolaan administrasi barang inventaris 
pada Dinas Arpus meiiputi penyiapan bahan rencana kebutuhan 
barang, perbendaharaan. verifikasi, pembukuan. dan pelaporannya 

sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan agar 

terwujud tertib administrasi barang inventaria;

e.

i. menyelia.
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i. mcnyelia penyclenggaraan penyusunan rencana, program, dan
kegiatan penyelenggaraan di bidang kesekretariatan, dan peneCapan 
largei ktneija serta pelaporannya sesuai prosed ur dan ketentuan 
peraturan perundang-undangan berdasar data yang dapat 

dipertanggungjawabkan agar terwujud tertib administrasi
perencanaan, tersusun dokumen perencanaan, dan akuntabilitas 

kinerja yang baik;

j. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kinerja di 
bidang kesekretariatan sesuai dengan perencanaan clan indikator 
siatem pengendalian internal yang telah ditetapkan dalam rangka 

perbaikan kineija;

k. memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan secara 
langsung maupun tertulis berdasar kajian dan atau telaahan agar 
arah kebijakan penyelenggaraan tugas bidang kearipan dan bidang 
perpuatakaan berjaJan sesuai ketentuan peraturan perundang- 

undangan;

L manyusun laporan di bidang kesekretariatan berdasarkan data dan 

analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan 

tugas;

m. membina, mengawasi, dan menilai kinerja bawahan sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas pegawai 
sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai tai^et kinerja; dan

n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 

sesuai dengan Ketentuan peraturan perundang-undangan dalam 
rangka mendukung kinerja organisasi.

Paragraf 2

Subbagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 4

[1} Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan 
urusan persuratan, urusan tata usaha, kearsipan, urusan administrasi 

Aparatur Sip 11 Negara, urusan perlengkapan, rum ah tangga, dan penataan 
barang milik daerah.

(2) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dipimpin oleh Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian yang 
mempunyai tugas memimpin pelaksanaan urusan persuratan, urusan tata 
usaha, keaxsipan, urusan administrasi Aparatur Sipil Negara, urusan 

perlengkapan, rumah tangga, dan penataan barang milik negara.

(3) Uraian tugas,

/
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(3) Uraiai^ tugaa Kepala Subb^an Umum dan Kepegawaian sebagaimana
dimakaud pada ay at (2), adalah sebagai beiikut;

a. menyusun bah an kebijakan teknis di bidang pengelolaan surat- 
menyurat, kemmahtanggaan, hubungan maayarakat, keprotokolan, 
kearatpan, pengelolaan barang inventaris, kelembagaan, administras), 
dan pengelolaan kepegawaian pada Dinas Arpus sesuai ketentuan 

peraiuran perundang-undangan dan pertimbangan teknis agar 
pelaksanaan tugas dapat betjalan sesuai dengan sasaran dan ti^juan 
yang telah ditetapkan;

b. menyusun bahan perencanaan di bidang pengelolaan surat-menyurat, 
kerumahtanggaan. hubungan masyarakat. keprotokolan, kearsipan, 
barang inventahs, kelembagaan, administrasi dan pengelolaan 
kepegawaian pada Dinas Arpus sesuai prosedur dan ketentuan 

peraturan perundang-undangan berdasarkan rencana pernbangunan 
daerah dan data perencanaan yang dapat dipertanggungjawabkan agar 

tersusun dokumen perencanaan yang sesuai dengan rencana 
pembangunan daerah;

c. menyelia pelaksanaan pengelolaan surat^menyurat, kerumahtanggaan, 
hubungan masyarakat, keprotokolan. kearsipan. barang invencans, 
kelembagaan. administrasi dan pengelolaan kepegawaian pada Dinas 

Arpus berdasar kewenangan dan mempertimbangkan sumber day a 
agar pelaksanaan tugas betjalan dan berhasil optimal;

d. mendistribusikan tugas, memberikan petupjuk, dan arahan kepada 
bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas 

berjalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran;

e. menyelia pelaksanaan administrasi dan pengelolaan surat-menyurat 

sesuai prosed ur dan ketentuan peraturan perundang-undangan agar 
tersvujud tertib administrasi pengelolaan surat-menyurat;

f. menyelia pelaksanaan administrasi dan pengelolaan kerumahtanggaan 
sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan agar 
terwujud tertib administrasi pengelolaan kerumahtanggaan dan 

menunjang pelaksanan tugas Dinas Arpus secara optimal;

g. menyelia pelaksanaan administrasi dan pengelolaan hubungan 
masyarakat. dan keprotokolan sesuai prosedur dan ketentuan 
peraturan perundang-undangan agar terwujud tertib administrasi 
pengelolaan hubungan masyarakat dan keprotokolan serta terwujud 

keterbukaan informasi publik;

h. menyelia pelaksanaan administrasi dan pengelolaan kearsipan sesuai 

prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan agar 
terwujud tertib administrasi kearsipan dan menunjang pelaksanaan 
tugas Dinas Arpus secara optimal;

i. menvelia.......

t
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i. menyelia pelaksanaan pengelolaan dan administrasi kepegawaian 
sesuai prosed ur dan ketentuan peraturan perundang-undangan agar 

terwujud tertib administrasi pengelolaan kepegawaian dan kineija 
pegawai yang optimal dalam mendukung pelaksanaan lugas;

j. menyelia pelaksanaan pengelolaan ketertiban dan keamanan 

lingkungan sesuai prosed ur dan ketentuan peraturan perundang- 
undangan agar terwujud ketertiban, keamanan, dan kenyamanan 

lingkungan yang optimal dalam mendukung pelaksanaan tugas;

k. menyelia pelaksanaan pengelolaan barang invemaris sesuai prosed ur 

dan ketentuan peraturan perundang-undangan agar terwujud 
pengelolaan barang inventaris yang optimal dalam mendukung 
pelaksanaan tugas;

l. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kineqa di 
bidang umum dan kepegawaian sesuai dengan perencanaan dan 
indikator si stem pengendalian internal yang telah ditetapkan dalam 
rangka perbaikan kinetja;

m. memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan secara 
langsung maupun tertulis berdasar kajian dan atau telaahan agar arah 
kebijakan penyelenggaraan tugas sekretariat berjalan sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan;

n. menyusun laporan di bidang umum dan kepegawaian berdasarkan 

data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban 
pelaksanaan tugas;

o. mem bin a, mengawasi, dan menilai kinerja bawahan sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas pegawai 
sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kinerja; dan

p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam 
rangka mendukung kinerja organisasi.

Paragraf 3

Subbagian Perencanaan dan Keuangan

Pa sal 5

(1) Subbagiari Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan mempunyai tugas 
melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan program dan 
anggaran serta pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, 
verifikasi, pembukuan, dan pelaporan.

(2). Subbag.
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(2) Subbagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1} dipimpin oleh Kepaia Subbagian Perencanaan, 
Keuangan, dan Pelaporan yang mempunyai tugas memimpin pelaksanaan 
penyiapan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran serta 
pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi, 
pembukuan, dan pelaporan.

(3) Uraian tugas Kepaia Subbagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah sebagai berikut:

a. menyusun bah an kebijakan teknis di bidang penyusunan rencana, 
program, dan kegiatan serta pengelolaan administrasi keuangan dan 

penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan dan kinerja pada 
Dinas Arpus scsuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan 

pertimbangan teknis agar pelaksanaan tugas dapat beijalan sesuai 
dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan;

b. menyusun bahan perencanaan di bidang penyusunan rencana, 
program, dan kegiatan serta pengelolaan administrasi keuangan dan 
penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan dan kinerja pada 

Dinas Arpus sesuai prosedur dan ketentuan 
peraturan perundang-undangan berdasarkan rencana pembangunan 

daerah dan data perencanaan yang dapat dipertanggungjawabkan agar 
tersusun dokumen perencanaan yang sesuai dengan rencana 
pembangunan daerah;

c. menyelia pelaksanaan penyusunan rencana, program, dan kegiatan 

serta pengelolaan administrasi keuangan dan penyusunan laporan 

penyelenggaraan pemerintahan dan kineija pada Dinas Arpus berdasar 
kewenangan dan mempertimbangkan sumber day a agar pelaksanaan 
tugas beijalan dan berhasil optimal;

d. mendistribusikan tugas, memberikan pctunjuk dan arahan kepada 

bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas 
berjalan dengan efektif, efisien, dan tepal sasaran;

e. menyelia pengumpuian data dan informasi perencanaan di lingkup 

tugasnya;

f. menyiapkan bahan dan pelaksanaan pengoordinesian penyusunan 
dokumen perencanaan meliputi Rencana Strategis, Indikator Kineija 

Utama, Rencana Kineija Tahunan. Rencana Kerja, Rencana Kegiatan 
dan Anggaran, Penetapan Kineija, serta Pengukuran Kineija;

g. menyiapkan bahan dan pelaksanaan pengoordinasian penyusunan 
bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, bahan Laporan 
Kelerangan Pertanggungjawaban Bupati, Laporan Akuntabi litas 
Kinerja Instansi Pemerintah, dan laporan lainnya sesuai lingkup 
tugasnya;

h. menghimpun.
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h. menghimpun dan mengoordinasikan pengelolaan admmistrasi 
keuangan dan akuntansi;

i. melaksanakan nionitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran belanja 
langsung cii lingkup tugasnya;

j. menyiapkan, mcngoordinasikan dan mertyuaun rencana anggaran 
belanja langaung dan rencana anggaran belanja tidak langsung;

k. mengoordinanikan pelaksanaan kegiatan per bend aharaan meliputi 
pembukuan, verifikasi» rekepitulaai dan dokumentasi pelaksanaan 

belanja langsung dan tidak langsung;

l. menyusun bahan laporan pcrhitungan dan pertanggungjawaban 
keuangan;

m. men guru 8 gaji dan tunjangan pegawai;

n. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kineija di 
hidang perencenaan dan keuangan sesuai dengan perencanaan dan 
indikator sistcm pengemlalian internal yang telah ditetapkan dalam 
rangka perbaikan kinerja;

o. memberikan saran, pen da pat dan pertimbangan kepada atasan secara 

langsung maupun lertulis berdasar kajian dan/ atau telaahan agar 
arah kebijakan penyelenggaraan tugas sekretariat berjalan sesuai 

ketemuan peraturan perundang-undangan;

p. menyusun laporan di bidang perencanaan dan keuangan berdasarkan 
data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban 

pelaksanaan tugas;

q. membina. mcngawasi. dan menilai kinerja bawahan sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas pegawai 
sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kinerja; dan

r. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam 

rangka mendukung kinerja organisasi.

Bagian Ketiga

Tugas dan Fungsi Bidang Kearsipan

Paragraf 1 

bidang Kearsipan 

Pasal 6

(]| Bidang Kearsipan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan
kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang kearsipan.

(2). Bidang Kearsipan.

/
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(2) Bidang Kearsipan sebagaimana dimaksud pad a ay at (I) dipimpin olah
Kepala Bidang Kearsipan yang mempunyai tugas memimpin dan
mengoordinasikan pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan teknis
dan pelaksanaan kebijakan di bidang kearsipan.

(3) Uraian tugas Kepala Bidang Kearsipan sebagaimana dimaksud pada ay at
(2|. adalah sebagai berikut:

a. menyusun kebijakan leknis di bidang kearsipan seauai ketentuan 
peraturan perundang-undangan dan pertimbangan teknis agar 
pelaksanaan tugas da pat betjalan sesual dengan sasaran dan tujuan 

yang telah ditetapkan;

b. menyusun perencanaan di bidang kearsipan sesuai prosedur dan 

ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan rencana 
pembangunan daerah dan data perencanaan yang dapat 
dipertanggungjawabkan agar tersusun dokumen perencanaan yang 
sesuai dengan rencana strategis;

c. mengoordinasikan pelaksanaan tugas di bidang kearsipan berdasar 
kewenangan dan mempertimbangkan aumber day a agar pelaksanaan 
tugas berjalan dan berhasil optimal;

d- mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan kepada 
bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas 
berjalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran;

e. mengoordinasikan, memfasiiitasi pelaksanaan penyerahan dan
pengelolaan arsip statis dari Perangkat Daerah dan penyelenggara 
pemerintahan daerah, desa atau yang disebut dengan nama lain, 
perusahaan milik daerah, organisasi politik, oi^nisasi
kemasyarakatan dan perorangan;

f. mengoordinasikan pengelolaan arsip inaktif yang memillki retensi 
sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun yang berasaJ dari Perangkat 

Daerah dan penyelenggara pemerintahan daerah;

g. mengoordinasikan dan memfasiiitasi penyelenggaraan penyuluhan 
dan pembinaan kearsipan terhadap pencipta arsip dan/ atau 
Perangkat Daerah dan penyclenggsira pemerintahan daerah;

h. mengoordinasikan pelaksanaan sosialisasi kearsipan melalui 
penggunaan berbagai sarana media komunikasi dan informasi;

i. mengoordinasikan penyediaan layanan informasi arsip, konsultasi 
dan bimbingan bagi pengelola arsip masyarakat;

j. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Kelompok Jabatan FungsJoimJ 
dan pen gem ban gan profesinya;

k, meJaksanakan.

(



. 13-

k. melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan 
kineija di bidang kearsipan sesuai dengan perencanaan dan indikator 

sistem pengendalian internal yang tel ah ditetapkan dalam rangka 
perbaikan kinerja;

l. memberikan saran, i>endapat dan pertimbangan kepada atasan secara 

langsung maupun tertulis berdasar kajian dan/ atau telaahan agar 
axah kebijakan penyelenggaraan tugas di bidang kearsipan berjalan 
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

m. menyusun laporan di bidang kearsipan berdasarkan data dan anaJisa 
sebagai informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

n. membina, mengawasi, dan meniiai kineija bawahan sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas pegawai 
sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kineija; dan

o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam 
rangka mendukung kineija organ!saai.

Paragraf 2

Seksi Pembina an dan Pengawasan Kearsipan

Pasal7

(1) Seksi Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan mempunyai tugas 

melaksanakan penyiapan bah an perencanaan, perumusan kebijakan 
teknis, koordinasi, pembinaan dan pengawasan kearsipan.

(2) Seksi Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan sebagai man a dimaksud pada 
ay at (1) di pirn pin oleh Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan 
yang mempunyai tugas memimpin pelaksanaan penyiapan bah an 
perencanaan, perumusan kebijakan teknis, koordinasi. pembinaan dan 
pengawasan kearsipan.

(3) Uraian tugas Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan 

sebagaimana dimaksud pada ay at [2] adalah sebagai berikut:

a. menyusun bahan kebijakan teknis di bidang pembinaan dan 
pengawasan kearsipan sesuai ketentuan peraturan perundang- 
undangan dan pertimbangan teknis agar pelaksanaan tugas dapat 
beijalan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan;

b- menyusun bahan perencanaan di bidang pembinaan dan pengawasan 
kearsipan sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang- 
undangan berdasarkan rencana pernbangunan daerah dan data 
perencanaan yang dapat dipertanggungjawabkan agar tersusun 
dokumen perencanaan yang sesuai dengan rencana strategis;

c- menyelia.......
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f.

g

c. menyelia pelaksanaan tugas di bidang pembinaan dan pengawasan 
kearsipan berdasar kewenangan dan mempertimbangkan sumber day a 

agar pelaksanaan tugas berjalan dan berhasil optimal;

d. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan kepada 
bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas 
berjalan dengan cfcktif, efisien, dan tcpat sasaran;

e. menetapkan skala prioritas pelaksanaan pembinaan dan pengawasan 
kearsipan;

menyelcnggarakan penyuluhan dan pembinaan kearsipan pada 

Perangkai Daerah/Unit Pelaksana Teknis/Deaa/Badan Usaha Milik 
Daerah / Swasta;

melakukan monitoring dan evaluasi kinetja seksi pembinaan dan 
pengawasan kearsipan;

h. mcnyusun buku petunjuk pembinaan kearsipan;

i. melaksanakan diklat/bintek fungsional/teknis bidang kearsipan;

j. mengembangkan sistem Jaringan informasi kearsipan;

k. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Kelompok Jabatan Fungsional 

dan pengembangan profesinya;

l. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kinerja di 
bidang pembinaan dan pengawasan kearsipan sesuai dengan 
perencanaan dan indikator sistem pengendalian internal yang teiah 
ditetapkan daiam rangka perbaikan kinerja;

m. memberikan saran, pendapai dan pertimbangan kepada atasan secara 
langsung maupun tertulis berdasar kajian dan/ atau telaahan agar 

arah kebijakan penyelenggaraan tugas di bidang pembinaan dan 
pengawasan kearsipan berjalan sesuai ketentuan peraturan 

peru ndan g-u ndangan;

n. menyusun laporan di bidang pembinaan dan pengawasan kearsipan 
berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan 
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

o. membina, mengawasi, dan menilai kinerja bawahan sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas pegawai 
sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kinerja; dan

p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan daiam 

rangka mendukung kinerja organisaai.

Paragraf 3
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Paragraf 3

Seksi Pengelolaan Arsip

Pasal 8

(1) Seksi Pengelolaan Arsip mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan 

perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinass 
serta pelaksanaan pengelolaan araip.

(2) Seksi Pengelolaan Arsip sebagaimana dimaksud pada ay at (1| dipimpin 
oleh Kepala Seksi Pengelolaan Arsip yang mempunyai tugas memimpin 

pelaksanaan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, 
pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pengelolaan sirsip.

(3) Uraian tugas Kepala Seksi Pengelolaan Arsip sebagaimana dimaksud pada 
ay at (2) adalah sebagai berikut:

a. menyusun bahan kebijakan teknis di bidang pengelolaan arsip sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan dan pertimbangan teknis 

agar pelaksanaan tugas dapat betjalan sesuai dengan sasaran dan 
tujuan yang telah ditetapkan;

b- menyusun bahan perencanaan di bidang pengelolaan arsip sesuai 
prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan 

rencana pem ban gun an daerah dan data perencanaan yang dapat 
dipeitanggungjawabkan agar tersusun dokumen perencanaan yang 

sesuai dengan rencana strategis;

c. menyelia pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan arsip berdasar 
kewenangan dan mempertimbangkan sumber day a agar pelaksanaan 
tugas beijalan dan berhasil optimal;

d. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan kepada 

bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas 
beijalan dengan efektif, eflsien, dan tepat sasaran;

e. mengoordinasikan dan memfasilitasi penyerahan arsip dan Perangkat 
Daerah;

f. meneliti dan mengolah arsip daerah;
g. merawat, menyimpan dan memperbaiki arsip in aktif;
h. melaksanakan pembuatan Daftar Pertelaan Arsip;
i. menyusun dan menyelenggarakan penerbitan buku, poster, brosur dan 

lainnya yang berkaitan dengan kearsipan;
j. melaksanakan perawatan dan pengamanan arsip;
k. melaksanakan akuisisi arsip;
l. melaksanakan program website kearsipan;
m. mengelola sistem jaringan informasi kearsipan;
n. melaksanakan pemantauan sistem jaringan in forma si kearsipan;
o. mengelola laboratorium sistem kearsipan;

p. menyclen^arakan...........
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p. menyclenggaraksm pelayanan peminjaman arsip;
q. mengoordinasikan pelaksanaan tugaa Kelompok Jabatan Rungsiona) 

dan pengembangan profesinye;

r. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kinerja di 
bidang pengelolaan arsip sesuai dengan perencanaan dan indikator 

si stem pengendalian internal yang tclah ditetapkan dalam rangka 

perbaikan kinerja;

8. memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan secara 
langsung maupun teitulis berdasar kajian dan/ atau telaahan agar 
arah kebijakan penyelenggaraan tugas di bidang pengelolaan arsip 

beijalan sesuai keteniuan peraturan perundang-undangan;

t. menyusun laporan di bidang pengelolaan arsip berdasarkan data dan 

analisa sebagai informasi dan peitanggungjawaban pelaksanaan tugas;

u. membina, mengawasi, dan menilai kinerja bawahan sesuai ketcntuan 
peraturan peiTjndang-undangan agar pelaksanaan tugas pegawai 
sesuai ketentuan dan hasiinya sesuai target kinerja; dan

V. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam 

rangka mendukung kineija organisasi.

Bagian Keempat

Tugas dan Fungsi Bidang Perpustakaan 

Paragraf I

Bidang Perpustakan

Pasal 9

(!| Bidang Perpustakaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan 
perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang 
perpustakaan.

(2j Bidang Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat |l) dipimpin oleh 
Kepala Bidang Perpustakaan yang mempunyai tugas memimpin dan 
mengoordinasikan pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan teknis 
dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan perpustakaan.

(3) Uraian tugas Kepala Bidang Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2). adalah sebagai berlkut;

a, menyusun
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a.

b.

c.

d.

e.

f,

h.

I.

J.

k.

1.

menyusun kebijakan teknis di bidang perpustakaan sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan dan pertimbangan teknis agar 
pelakaanaan tugas dapat beijalan sesuai dengan sasaran dan tujuan 

yangtelah ditetapkan;

menyusun perencanaan di bidang perpustakaan sesuai prosedur dan 
ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan rencana 
pembangunan daerah dan data perencanaan yang dapat 

dipertanggungjawabkan agar tersusun dokumen perencanaan yang 
sesuai dengan rencana strategis;

mengoordinasikan pelaksanaan tugas di bidang perpustakaan 
berdasar kewenangan dan mempertimbangkan sumber daya agar 
pelaksanaan tugas berjalan dan berhasil optimal;

mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan kepada 

bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas 
beijalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran;

menyeleng garakan pendidikan dan latihan, pembinaan sumber daya 
manusia di bidang perpustakaan;

melaksanakan kerjasama di bidang perpustakaan dengan badan atau 

lembaga lain, balk di daJam maupun di luar daerah;

melaksanakan pembinaan semua jenis p>erpustakaan baik 

perpustakaan di mstansi atau lembaga Pemerintah maupun swasta 
yang ada di daerah;

melaksanakan pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas di bidang 
pengawasan layanan dan pemasyarakatan serta pengembangan dan 

hubungan an tar lembaga di lingkup Kabu paten Boyolali;

melaksanakan pengelolaan karya cetak dan kaiya rekam sesuai 

ketentuan peraturan perundang undangan;

menyusun naskah bibliografi, katalog daerah, induk daerah, bah an 
rujukan berupa indek, bibliografi subyek, abstrak dan penyusunan 

perangkat lunak lainnya;

melaksanakan jasa koleksi seperti bahan rujukan, naskah, 
multimedia dan jaringan automasi perpustakaan;

melaksanakan pembentukan Jaringan informasi perpustakaan di 
lingkungan pemerintah Daerah;

m. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi;

n, mengoordinasikan pelaksanaan tugas Kelompok Jabatan Fungsional 
dan pengembangan profesinya;

o. melaksanakan.



o. melakaanakan pengendalian dan evaluasi palaksanaan kineija di 
bidang perpustakaan sesuai dengan perencanaan dan indikator 
siBtem pengendalian internal yang telah ditetapkan dalam rangka 

perbaikan kinerja:

p. memberikan aaran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan sacara 
langsung maupun tertulis l)erda8ar kajian dan/ atau telaahan agar 
arah kebijakan penyelenggaraan tugas di bidang pelayanan 

perpustakaan beijalan sesuai ketentuan peraturan perundang- 

undangan;

q. menyuaun laporan di bidang pelayanan perpustakaan berdasarkan 

data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban 
pelakaanaan tugas;

r. membina, mengawasi, dan menilai kinerja bawahan sesuai ketentuan 

peraturan perundang>undangan agar pelaksanaan tugas pegawai 
sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kinerja; dan

8. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pirn pi nan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam 

rangka mendukung kinerja organise si.

Paragraf 2

Seksi Pengolahan Layanan dan Pelestarian Bab an Perpustakaan

Pasal 10

(1| Sekai Pengolahan Layanan dan Pelestarian Bah an Perpustakaan
mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bah an perencanaan, 
perumusan kebijakan teknis, pern binaan dan koordinasi serta 

pelakaanaan pengolahan layanan dan pelestarian bahan perpustakaan.

(2| Seksi Pengolahan Layanan dan Pelestarian Bahan Perpustakaan
sebagaimana dimaksud pada aval (I) dipimpin oleh Kepala Seksi
Pengolahan Layanan dan Pelestarian Bahan Perpustakaan yang 
mempunyai tugas memimpin pelaksanaan penyiapan bahan perencanaan, 
perumusan kebijakan teknis, pern bi naan dan koordinasi serta 

pelaksanaan pelaksanaan pengolahan layanan dan pelestarian bahan 
perpustakaan.

(3) Uraian tugas Kepala Seksi Pelaksanaan Pengolahan Layanan dan
Pelestarian Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

adaiah sebagai berikut:

a. menyusun bahan.

f
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a. menyusun bahan kebijakan teknis di bidang pelaksanaan pengolahan 

lay an an dan pelestarian bahan perpustakaan seauai ketentuan 
peraturan perundang-undangan dan pertimbangan teknia agar 

pelaksanaan lugas dapat berjalan sesuai dengan sasaran dan tujuan 
yang celah ditetapkan;

b. menyusun bahan perencanaan di bidang pelaksanaan pengolahan 

layanan dan pelestarian bahan perpustakaan sesuai prosedur dan 

ketemuan peraturan perundang- u ndangan berdasarkan rencana 
pembangunan daerah dan data perencanaan yang dapat 

dipertan^:ungjawabkan agar tersusun dokumen perencanaan yang 
sesuai dengan rencana strategis;

c. menyelia pelaksanaan tugas di bidang pelaksanaan pengolahan 
layanan dan pelestarian bahan perpustakaan berdasar kewenangan 

dan mempertimbangkan sum her daya agar pelaksanaan tugas 

berjalan dan berhasil optimal;

d. mendistribusikan tugas. memberikan petunjuk dan arahan kepada 
bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas 
beijalan dengan efektif. efisien. dan tepat sasaran;

e. melaksanakan kegiatan layanan airkulasi. layanan referensi, layanan 
pandang dengar. layanan surat kabar, layanan khusus anak, layanan 

internet, layanan khusus penyandang cacat/Z^i/obe/, layanan 
bimbingan pemakai, layanan perpustakaan digital, layanan paaca 
bacadan layanan perpustakaan keliling;

f. melaksanakan kegiatan shelprtg bahan pustaka;

g. melaksanakan kegiatan penyiangan bahan pustaka/Opnamei

h. melaksanakan kegiatan administrasi dan statistik layanan 

perpustakaan;

i. melaksanakan pengolahan bahan pustaka yang meliputi klasifikasi 
bahan pustaka, inventahsasi bahan pustaka, pemasangan 

kelengkapan bahan pustaka, penentuan tajuk subyek dan pembuatan 
katalog;

J. melaksanakan pelestarian bahan pustaka yang meliputi preservasi, 
konservasi dan restorasi bahan pustaka;

k. membuat laporan kegiatan Seksi Pengolahan Layanan, dan 

Pelestarian Bahan Pustaka;

l. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Kelompok Jabatan Fungsional 

dan pengembangan profesinya;

m. melaksanakan.
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m. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kineija di 
bidang pelaksanaan pengolahan layanan dan pelestaiian bahan 

perpustakaan sesuai dengan perencanaan dan indikator sistem 
pengendalian internal yang teiah ditetapkan dalam rangka perbaikan 
kineija;

n.

0.

P*

<!•

membenkan saran. pendapat dan pertimbangan kepada atasan secara 
langsung maupun lertulis berdasar kajian dan/ atau telaahan agar 

arah kebijakan penyelenggaraan tugas di bidang pelaksanaan 

pengolahan layanan dan pelestarian bahan perpustakaan beijalan 
sesuai ketentuan pcraturan perundang-undangan;

menyusun laporan di bidang pelaksanaan pengolahan layanan dan 
pelestarian bahan perpustakaan berdasarkan data dan analisa 

sebagai informasi dan pertan^ungjawaban pelaksanaan tugas;

mem bins, mengawasi, dan menilai kinerja bawahan sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas pegawai 
sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kineija; dan

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam 

rangka mendukung kineija organ isasi.

Paragraf 3

Seksi Pengembangan Perpustakaan dan Pemberdayaan Kegemaran Membaca

Pasal 11

(1) Seksi Pengembangan Perpustakaan dan Pemberdayaan Kegemaran
Membaca mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan
perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi 
serta pelaksanaaan pelayanan pengembangan perpustakaan dan 
pemberdayaan kegemaran membaca.

(2) Seksi Pengembangan Perpustakaan dan Pemberdayaan Kegemaran
Membaca sebagaimana dimaksud pada ay at (1) dipimpin oleh Kepala
Seksi Pengembangan Perpustakaan dan Pemberdayaan Kegemaran
Membaca yang mempunyai lugaa memimpin pelaksanaan penyiapan 
bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan 

koordinasi serta pelaksanaan p«layanan pengembangan perpustakaan 
dan pemberdayaan kegemaran membaca.

(3) Uraian tugas Kepala Seksi Pengembangan Perpustakaan dan 
Pemberdayaan Kegemaran Membaca sebagaimana dimaksud pada ay at 
(2), adalah sebagai berikut:

a. menyusun bahan...........

t
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a. menyusun bahan kebijakan teknis di bid an g pengembangan
perpiiatakaan dan pemberdayaan kegemaran membaca sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan dan pertimbangan teknia 
agar pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai dengan sasaran dan 

tujuan yang telah ditetapkan;

b. menyuaun bahan perencanaan di bidang pengembangan
perpustakaan dan pemberdayaan kegemaran membaca sesuai
prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan 
rencana pcmbangunan daerah dan data perencanaan yang dapat 

dipertanggungjawabkan agar tersusun dokumen perencanaan yang 
sesuai dengan rencana strategis;

c. menyeiia pelaksanaan tugas di bidang pengembangan perpustakaan 

dan pemberdayaan kegemaran membaca berdasar kewcnangan dan 
mempertimbangkan sumber day a agar pelaksanaan tugas berjalan 
dan berhasil optimed;

d. mcndistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan kepada 
bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas 
berjalan dengan efektif, efiaien, dan tepat sasaran;

e. pengembangan sesuai jenis perpustakaan, implementasi nonna, 
standar, prosed ur, dan kriteria. pendataan perpustakaan, dan 
pemasyarakatan/sosialisasi, scrta evakuasi pengembangan 
perpustakaan;

f. melaksanakan kegiatan pengembangan koleksi bahan pustaka;

g. melaksanakan kegiatan seleksi bahan pustaka;

h. melaksanakan kegiatan pengadaan bahan pustaka;

i. melaksanakan penerimaan serah simpan kaiya cetak dan kaiya 
rekam;

j. melaksanakan kegiatan reprodukst bahan pustaka;

k. menyuBun literatur sekunder dan tersier;

l. melaksanakan pelestarian tnformasi sejarah dan bud ay a unggulan 
daerah;

m. melaksanakan pembinaan dan pengembangan tenaga perpustakaan
meliputi pendataan tenaga perpustakaan, bimbingan teknis, 
peningkatan kemampuan teknis kepustakaan,
pemasyarakatan/sosialisaai serta evaluasi pembinaan tenaga 
perpustakaan;

n. melaksanakan pengembangan pernbudayaan kegemaran membaca 

meliputi pengkajian dan pelaksanaan pembudayaan kegemaran 
me m baca. koord i n asi. pema sya rakatan / sosialisasi dan bimbingan 
teknis serta evaluasi kegemaran membaca,

o. mengoordinasikan.

/
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O-

P-

q

r.

8.

t.

mengoordinasikan pelaksanaan tugas Kelompok Jabatan Pungsionai 

dan pengembangan profesinya;
melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kineija di 
bidang pengembangan pcrpuatakaan dan pemberdayaan kegcmaran 

membaca sesuai dengan pcrencanaan dan indikator sistem 
pengendalian internal yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan 

kineija;
memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan secara 
langsung maupun tertulis berdasar kajian dan/ atau telaahan agar 

arah kebijakan penyelenggaraan tugas di bidang Pengembangan 
Perpustakaan dan Pemberdayaan Kegcmaran Membaca berjalan 

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

menyusun laporan di Seksi Pengembangan Perpustakaan dan 
Pemberdayaan Kegemaran Membaca berdasarkan data dan analisa 
sebagai informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

membina, mengawasi, dan menilai kineija bawahan sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas pegawai 
sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kineija; dan

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam 

rangka mendukung kineija organ isasi.

BAB m

KETENTUAN PENUTUP 

Pa sal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Boyolaii 
Nomor 70 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Jabatan Eselon pada Dinas 
Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Boyolaii (Berita Dearah Kabupatcn 

Boyolaii Tahun 2016 Nomor 70) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

PasaJ 13.
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Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulat berlaku pada tanggaJ 1 Januari 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati

ini dengan penempatannya da)am Berita Daerah Kabu paten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggai ^ ^•c\2

^BUPATI BOYOLALI,

-------

r SEND SAMODRO

Diundangkan di Boyolali

pada tanggai 1 2018

Pj. SEKKETARIS DAERAH 
KABUP^EN BOYOLALI, 

Asisten Adininistaai Umum.

ANT

PTelah o ' . 
6«gid'

BERITA DAERAH KABU PATEN BOYOLALI TAHUN 2018 NOMOR ^ 

Salinan gesuai dengan aslinya

KEPALA BAOIAN HUKUM 
SETDA KABUPATEN BOYOLALI

AGNES BRI SUfrCARTlNINGSlH
Pembina

NIP- 19671102 199403 2 009



BcE5Ip5!n5^TC5BSBnSan
Sekreianai

Vi

Suhbafceian Umum dan Kt'D^gawHian
Subbat^iaii Fcrt-ncanaan. Kcuanaan, dati Prlaporr^n

Bidang Rearai pan
S< ksi Pcmhinaan dan Pcngriwaaan Kcaraipan
Sf ksi Pcnuclolaan Arsip

Bidanp Pcroustaknan
ScksI Pengnlahan Lavanan dan Pelcstarian Bahan Pcrpustakaan
Scksi Pgngcmbangan Perpusiakaan dan PembudHvaan K*-gemaran Mem boc


